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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 16 TAHUN 2012 
TENTANG 

TINGKAT KLIERENS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber 
Radioaktif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tingkat Klierens; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3676); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 
tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4202); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 
tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 
Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi 
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Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA 
NUKLIR TENTANG TINGKAT KLIERENS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang 
dimaksud dengan:  
1. Klierens adalah pembebasan dari pengawasan BAPETEN terhadap Zat 

Radioaktif Terbuka, Limbah Radioaktif, atau Material Terkontaminasi 
atau Teraktivasi. 

2. Tingkat Klierens adalah nilai yang ditetapkan oleh BAPETEN dan 
dinyatakan dalam konsentrasi aktivitas, pada atau di bawah nilai 
tersebut Zat Radioaktif Terbuka, Limbah Radioaktif, atau Material 
Terkontaminasi atau Teraktivasi dapat dibebaskan dari pengawasan.  

3. Zat Radioaktif Terbuka adalah zat radioaktif berbentuk padat, cair, 
atau gas yang tidak berada dalam suatu struktur perisai radiasi 
khusus, sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi dan menyebar 
ke lingkungan hidup.  

4. Limbah Radioaktif adalah zat radioaktif dan/atau bahan, serta 
peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif 
karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan 
lagi. 

5. Material Terkontaminasi atau Teraktivasi adalah bahan serta 
peralatan yang terkontaminasi zat radioaktif atau teraktivasi sehingga 
menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi 
yang memanfaatkan radiasi pengion. 

6. Kelompok Kritis (representative person) adalah kelompok populasi 
dalam masyarakat yang karena sifat, keadaan, atau kebiasaannya 
paling berpotensi menerima paparan radiasi lebih besar dari pada 
kelompok masyarakat lain. 

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN 
adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui 
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan 
pemanfaatan tenaga nuklir. 
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